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Abstrak

Artikel ini membahas sejarah maritim Nusantara sebagai proses panjang pembentukan ruang,
jaringan, identitas, dan kedaulatan Indonesia. Pembahasan dimulai dari kenyataan geografis
Nusantara sebagai wilayah kepulauan yang sejak awal mendorong mobilitas antarpulau, teknologi
perahu, pengetahuan angin dan musim, serta tumbuhnya pelabuhan dan komunitas pesisir.
Selanjutnya dianalisis Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang kekuatannya bertumpu pada
jaringan perdagangan, penguasaan simpul dan selat strategis, serta kemampuan menghubungkan
Selat Malaka dengan Laut China Selatan dan Samudra Hindia. Majapahit dibahas sebagai negara
yang menggabungkan basis agraris Jawa dengan jaringan pelayaran dan perdagangan antarpulau,
sehingga dikotomi agraris-maritim perlu dipahami secara lebih kompleks. Artikel kemudian
memberi perhatian khusus pada pelaut Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan Maluku sebagai
aktor sejarah yang mengembangkan tradisi migrasi, pelayaran, perdagangan, pembuatan kapal,
pengetahuan musim, dan identitas bahari yang bertahan lintas generasi. Jalur Rempah
ditempatkan sebagai jaringan global yang menghubungkan pusat produksi Maluku dengan
pelabuhan Asia dan pasar dunia jauh sebelum dominasi Eropa, sekaligus sebagai arena kompetisi
yang kemudian melahirkan monopoli dan kolonialisme. Bagian terakhir mengkaji Deklarasi
Djuanda 13 Desember 1957 sebagai revolusi konseptual dan geopolitik: laut di antara pulau-pulau
tidak lagi dipandang sebagai ruang yang memisahkan wilayah Indonesia, tetapi sebagai bagian
integral dari satu kesatuan negara kepulauan. Perjuangan diplomatik Indonesia selanjutnya
berkontribusi pada pengakuan prinsip archipelagic state dalam UNCLOS 1982. Kesimpulan utama
artikel adalah bahwa identitas bahari Indonesia bukan retorika baru, melainkan hasil sedimentasi
panjang pengalaman masyarakat kepulauan, perdagangan, teknologi, budaya, negara, dan
perjuangan hukum internasional. Membangun kembali orientasi maritim pada abad ke-21 karena
itu memerlukan hubungan kreatif antara memori sejarah dan kapasitas modern di bidang
pendidikan, teknologi, logistik, industri kapal, konservasi, diplomasi, dan tata kelola laut.

Kata Kunci: sejarah maritim; Nusantara; identitas bahari; Sriwijaya; Majapahit; Bugis; Makassar;
Buton; Mandar; Maluku; Jalur Rempah; Deklarasi Djuanda; negara kepulauan; UNCLOS.

Pokok Bahasan

1. Nusantara sebagai wilayah kepulauan

2. Sriwijaya sebagai kerajaan maritim

3. Majapahit dan jaringan perdagangan antarpulau

4. Pelaut Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan Maluku

5. Jalur rempah dan posisi Indonesia dalam perdagangan global

6. Deklarasi Djuanda dan konsep negara kepulauan
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Pendahuluan: Dari Nusantara ke Negara Kepulauan

Istilah Nusantara mengandung makna geografis sekaligus historis. la menunjuk pada suatu ruang
kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, selat, teluk, laut dangkal, laut dalam, dan koridor
pelayaran. Dalam ruang seperti itu, laut tidak dapat dipahami hanya sebagai batas. Sejak masa
prasejarah dan awal sejarah, laut merupakan medium yang memungkinkan manusia berpindah,
membangun permukiman baru, menukar komoditas, mengembangkan teknologi perahu, dan
membentuk jaringan sosial yang melampaui satu pulau. Perspektif maritim karena itu mengubah
cara membaca sejarah Indonesia: pulau bukan unit yang berdiri sendiri, melainkan simpul dalam
jaringan yang dihubungkan air.

Sejarah maritim Nusantara juga menantang kebiasaan historiografi yang terlalu berpusat pada
istana dan daratan. Banyak perubahan penting justru berlangsung di pelabuhan, selat, pesisir,
kapal, dan komunitas pedagang. Pusat kekuasaan seperti Sriwijaya tidak dapat dipahami tanpa
jaringan Selat Malaka; Majapahit tidak cukup dipahami dari pertanian Jawa tanpa hubungan
dengan bandar dan pulau-pulau lain; Makassar tidak dapat dilepaskan dari pelayaran bebas yang
menghubungkan kawasan timur; sementara Maluku memperoleh arti global karena rempah yang
menggerakkan arus manusia dan modal lintas samudra.

Riset tentang kapal dan pelayaran Asia Tenggara menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki
agency teknologi dan ekonomi yang besar. Manguin (1980, 2017, 2019) memperlihatkan tradisi
konstruksi kapal Asia Tenggara yang berbeda dari tradisi China maupun Indo-Arab dan
menegaskan bahwa pelaut Austronesia membangun kapal besar serta memainkan peran aktif
dalam perdagangan regional dan internasional. Temuan ini penting karena mengoreksi gambaran
lama yang sering menganggap masyarakat kepulauan hanya menjadi penerima pasif pengaruh
luar.

Di Sulawesi dan Maluku, tradisi bahari bertahan dalam bentuk yang beragam. Orang Bugis dikenal
melalui mobilitas dan jaringan diaspora; Makassar berkembang sebagai emporium penting pada
abad ke-16 dan ke-17; Buton mempertahankan pelayaran tradisional dan perdagangan
antarpulau; masyarakat Mandar mengembangkan sandeq serta ritual dan etika pelayaran;
sedangkan Maluku membangun relasi ekonomi dan budaya yang erat dengan cengkih serta pala.
Tradisi tersebut bukan artefak masa lalu, tetapi cara masyarakat mengorganisasi risiko,
kepercayaan, kerja, pengetahuan, dan hubungan dengan laut.

Jalur Rempah memperluas cakrawala sejarah Nusantara hingga tingkat dunia. Riset arkeologi
Maluku menunjukkan bahwa pertukaran lintas wilayah telah berkembang sebelum kedatangan
bangsa-bangsa Eropa dan bahkan sebelum jaringan historis yang lebih terdokumentasi (Ririmasse,
2017/2025). Pada masa kolonial, tata niaga cengkih dan pala kemudian direstrukturisasi melalui
monopoli, benteng, kontrak, dan kekerasan, memperlihatkan bagaimana komoditas dapat
menjadi dasar transformasi politik dan sosial.

Pada abad ke-20, persoalan maritim memperoleh dimensi baru: bukan hanya perdagangan dan
budaya, tetapi bentuk teritorial negara. Ordonansi kolonial 1939 yang menggunakan laut teritorial
tiga mil dari masing-masing pulau membuat laut di antara pulau dapat dipandang sebagai ruang
internasional. Bagi republik yang ingin menyatukan kepulauan sebagai satu wilayah politik,
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keadaan tersebut tidak memadai. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 kemudian mengusulkan
prinsip yang radikal pada masanya: perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-
pulau Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara.

Perjuangan tersebut tidak langsung diterima dunia internasional. Indonesia membutuhkan
diplomasi panjang sampai prinsip negara kepulauan memperoleh pengakuan dalam UNCLOS
1982. Dengan demikian, identitas maritim Indonesia mempunyai dua lapisan yang saling
berhubungan. Lapisan pertama adalah pengalaman historis masyarakat kepulauan yang hidup
melalui laut. Lapisan kedua adalah konstruksi hukum-politik modern yang menjadikan laut sebagai
pemersatu wilayah negara. Artikel ini menelusuri kedua lapisan tersebut dan menunjukkan
relevansinya bagi pembangunan Indonesia masa kini.

1. Nusantara sebagai Wilayah Kepulauan

Bagian ini menempatkan geografi kepulauan sebagai kondisi dasar yang membentuk sejarah.
Tujuannya bukan melakukan determinisme geografis, melainkan menunjukkan bagaimana
masyarakat mengubah selat, laut, pulau, dan musim menjadi jaringan kehidupan.

1.1 Geografi kepulauan sebagai kondisi sejarah

Nusantara merupakan ruang yang konfigurasi geografisnya membuat hubungan darat dan laut
tidak dapat dipisahkan. Ribuan pulau yang tersebar menghasilkan kombinasi jarak, selat sempit,
laut terbuka, teluk, dan kawasan pesisir yang mendorong variasi teknologi serta pola mobilitas.

Geografi tidak menentukan sejarah secara mekanis, tetapi menciptakan peluang dan kendala yang
harus dijawab melalui pengetahuan serta organisasi. Karena itu, identitas maritim lahir dari proses
adaptasi panjang terhadap ruang kepulauan.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks geografi kepulauan sebagai kondisi sejarah, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks geografi kepulauan sebagai kondisi sejarah, pendekatan ini

Halaman 5



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Sejarah Maritim Nusantara dan Identitas Bahari Indonesia

membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks geografi kepulauan sebagai kondisi sejarah, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
geografi kepulauan sebagai kondisi sejarah, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks geografi
kepulauan sebagai kondisi sejarah, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

1.2 Austronesia, migrasi, dan teknologi perahu

Jejak Austronesia menunjukkan bahwa mobilitas laut telah menjadi bagian mendasar sejarah
masyarakat kepulauan jauh sebelum negara historis terbentuk. Kemampuan menggunakan perahu
bercadik, layar, pengetahuan bintang, arus, burung, dan swell memberi dasar bagi perjalanan
antarpulau dan samudra.

Tradisi kapal Asia Tenggara memiliki ciri teknik yang berkembang lokal, termasuk stitched-plank
dan lashed-lug yang kemudian mengalami perubahan konstruksi (Manguin, 2019). Kenyataan ini
memberi kedalaman waktu pada konsep bangsa bahari.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
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dan diperbarui. Dalam konteks austronesia, migrasi, dan teknologi perahu, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks austronesia, migrasi, dan teknologi perahu, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
austronesia, migrasi, dan teknologi perahu, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks austronesia,
migrasi, dan teknologi perahu, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks austronesia, migrasi, dan
teknologi perahu, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

1.3 Laut Jawa sebagai ruang interaksi

Laut Jawa bukan pemisah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan kepulauan kecil, melainkan koridor
perdagangan dan migrasi. Angin musiman memungkinkan perjalanan berulang, sementara
pelabuhan menghubungkan hasil pertanian, hutan, laut, kerajinan, dan barang impor.
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Jaringan ini membantu pertumbuhan kota-kota pelabuhan serta hubungan antara hinterland dan
pasar luar. Sejarah ekonomi Nusantara karenanya perlu dibaca melalui sirkulasi, bukan hanya
lokasi produksi.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks laut jawa sebagai ruang interaksi, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks laut
jawa sebagai ruang interaksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks laut jawa
sebagai ruang interaksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks laut jawa sebagai ruang
interaksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas
tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
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laut jawa sebagai ruang interaksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

1.4 Selat Malaka dan persilangan dunia

Selat Malaka memiliki arti besar karena menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut China
Selatan. Kapal yang bergerak antara India, Arabia, Asia Tenggara, dan China memiliki insentif
menggunakan jalur ini, meskipun kondisi politik dan keamanan selalu memengaruhi rute aktual.

Pusat-pusat kekuasaan di sekitar selat memperoleh peluang menjadi mediator perdagangan,
penyedia layanan, dan pemungut pendapatan. Sriwijaya tumbuh dalam ekologi jaringan seperti ini.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks selat
malaka dan persilangan dunia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks selat malaka
dan persilangan dunia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks selat malaka dan
persilangan dunia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
selat malaka dan persilangan dunia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks selat malaka dan persilangan dunia, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

1.5 Laut sebagai pembentuk pluralitas budaya

Mobilitas maritim membawa manusia dengan bahasa, agama, dan kebiasaan berbeda untuk
tinggal sementara atau permanen di pelabuhan. Komunitas pesisir berkembang sebagai ruang
interaksi antara penduduk lokal dan diaspora pedagang.

Pluralitas ini membentuk bahasa perantara, praktik komersial, perkawinan lintas kelompok, dan
kosmopolitanisme yang khas bandar. Identitas Nusantara terbentuk bukan melalui isolasi,
melainkan kemampuan menyerap serta mengolah pengaruh luar.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks laut sebagai
pembentuk pluralitas budaya, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks laut sebagai pembentuk
pluralitas budaya, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
laut sebagai pembentuk pluralitas budaya, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks laut sebagai pembentuk pluralitas budaya, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks laut sebagai pembentuk pluralitas budaya, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

1.6 Pelabuhan, hinterland, dan sistem ekonomi

Pelabuhan hanya hidup bila terhubung dengan wilayah produksi dan jaringan distribusi. Komoditas
dari pedalaman bergerak ke pantai; barang impor bergerak kembali ke hinterland; pedagang,
penguasa, dan pekerja memperoleh bagian nilai dari sirkulasi tersebut.

Karena itu hubungan laut-darat bersifat komplementer, bukan oposisi. Konsep ini penting untuk
memahami kerajaan yang sekaligus mempunyai basis agraris dan orientasi maritim.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks pelabuhan, hinterland, dan
sistem ekonomi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
pelabuhan, hinterland, dan sistem ekonomi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks pelabuhan, hinterland, dan sistem ekonomi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks pelabuhan, hinterland, dan sistem ekonomi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks pelabuhan, hinterland, dan sistem ekonomi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

1.7 Nusantara sebagai konsep spasial politik

Seiring berkembangnya negara dan jaringan, ruang kepulauan juga dipahami secara politik.
Kekuasaan tidak selalu berbentuk kontrol administratif homogen; sering kali ia beroperasi melalui
tribut, aliansi, pelabuhan, dan pengakuan simbolik.

Dalam masyarakat maritim, kemampuan menjaga jalur dan membangun hubungan dapat sama
pentingnya dengan menguasai luas daratan. Pola tersebut terlihat pada Sriwijaya maupun
Majapahit, meskipun dengan bentuk berbeda.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
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nusantara sebagai konsep spasial politik, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks nusantara sebagai konsep spasial politik, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks nusantara sebagai konsep spasial politik, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks nusantara sebagai konsep spasial politik, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
nusantara sebagai konsep spasial politik, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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2. Sriwijaya sebagai Kerajaan Maritim

Sriwijaya merupakan salah satu contoh paling penting tentang kekuatan politik yang tumbuh dari
konektivitas maritim. Pembahasannya menekankan hubungan antara sungai, selat, perdagangan,
diplomasi, agama, dan jaringan pelabuhan.

2.1 Munculnya Sriwijaya dalam konteks perdagangan Asia

Sriwijaya berkembang ketika jaringan perdagangan Asia semakin intensif dan kawasan Selat
Malaka memiliki nilai strategis tinggi. Kekuatan politik di Sumatra bagian selatan dapat
memperoleh manfaat dari pengendalian akses, hubungan dengan bandar, dan kemampuan
menyediakan keamanan serta layanan bagi pedagang.

Sumber prasasti dan catatan asing menunjukkan hubungan Sriwijaya dengan jaringan regional
yang luas. Sebutan kerajaan maritim harus dipahami sebagai kekuasaan berbasis jaringan, bukan
semata jumlah kapal perang.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks munculnya sriwijaya dalam konteks perdagangan asia,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks munculnya sriwijaya dalam konteks perdagangan asia, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks munculnya sriwijaya dalam konteks perdagangan asia, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.
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Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
munculnya sriwijaya dalam konteks perdagangan asia, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks munculnya
sriwijaya dalam konteks perdagangan asia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

2.2 Palembang dan lanskap sungai-laut

Lokasi pusat Sriwijaya berkaitan dengan sistem sungai yang menghubungkan pedalaman Sumatra
dengan pesisir dan jalur internasional. Sungai memungkinkan komoditas hutan, emas, damar, dan
produk lain masuk ke jaringan maritim, sementara pelabuhan menjadi titik agregasi serta
redistribusi.

Model sungai-laut menunjukkan bahwa kekuatan maritim dapat berakar kuat pada sumber daya
daratan. Hubungan ekologis ini membantu menjelaskan ketahanan pusat perdagangan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks palembang dan lanskap sungai-laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks palembang dan lanskap sungai-laut, pendekatan ini membantu
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menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
palembang dan lanskap sungai-laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks palembang
dan lanskap sungai-laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks palembang dan lanskap
sungai-laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas
tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

2.3 Penguasaan simpul, bukan garis batas modern

Sriwijaya tidak tepat dibayangkan seperti negara modern dengan garis batas tegas dan
administrasi seragam. Kekuasaan bekerja melalui pusat, pelabuhan, aliansi, vasal, jalur air, dan
kemampuan mempengaruhi titik strategis.

Dalam sistem jaringan, kehilangan satu simpul penting dapat lebih merusak daripada kehilangan
wilayah luas yang tidak terkait arus perdagangan. Analisis ini membuat konsep mandala lebih
relevan daripada peta nasional modern.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks penguasaan simpul, bukan garis batas modern, pendekatan ini

Halaman 16



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Sejarah Maritim Nusantara dan Identitas Bahari Indonesia

membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
penguasaan simpul, bukan garis batas modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks penguasaan
simpul, bukan garis batas modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks penguasaan simpul, bukan
garis batas modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
penguasaan simpul, bukan garis batas modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

2.4 Sriwijaya dan diplomasi dengan China

Hubungan tributari dan diplomatik dengan China berperan dalam legitimasi serta akses
perdagangan. Misi diplomatik dapat sekaligus menjadi sarana ekonomi karena membawa hadiah,
komoditas, dan informasi.

Dalam sistem Asia pra-modern, perdagangan dan diplomasi sering tidak terpisah tegas seperti
institusi kontemporer. Sriwijaya memanfaatkan tatanan regional untuk memperkuat posisinya
sebagai mediator.
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Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
sriwijaya dan diplomasi dengan china, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks sriwijaya dan
diplomasi dengan china, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks sriwijaya dan diplomasi
dengan china, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
sriwijaya dan diplomasi dengan china, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks sriwijaya dan diplomasi dengan china, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.
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2.5 Agama, pendidikan, dan mobilitas intelektual

Sriwijaya juga dikenal dalam jaringan Buddhis yang menghubungkan Asia Tenggara dengan India
dan China. Mobilitas pendeta serta pelajar menunjukkan bahwa jalur maritim membawa
pengetahuan dan praktik keagamaan selain komoditas.

Pelabuhan dan pusat kerajaan dapat menjadi ruang translasi budaya dan intelektual. Dengan
demikian, peradaban maritim menghasilkan soft power selain pendapatan perdagangan.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks agama,
pendidikan, dan mobilitas intelektual, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks agama, pendidikan, dan
mobilitas intelektual, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
agama, pendidikan, dan mobilitas intelektual, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks agama, pendidikan, dan mobilitas intelektual, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
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dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks agama, pendidikan, dan mobilitas intelektual, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

2.6 Teknologi kapal dan kapasitas pelayaran regional

Kekuatan jaringan Sriwijaya harus ditempatkan dalam tradisi pelayaran Asia Tenggara yang
memiliki kapal dan navigasi lokal canggih. Manguin (2017) menekankan bahwa shipmasters lokal
telah memainkan peran penting dalam perdagangan regional dan internasional selama berabad-
abad.

Ini berarti perdagangan Sriwijaya tidak harus bergantung pada kapal asing. Agency maritim lokal
adalah unsur utama yang perlu dikembalikan ke dalam narasi sejarah.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks teknologi kapal dan
kapasitas pelayaran regional, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
teknologi kapal dan kapasitas pelayaran regional, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks teknologi kapal dan kapasitas pelayaran regional,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
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dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks teknologi kapal dan kapasitas pelayaran regional, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks teknologi kapal dan kapasitas pelayaran regional, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

2.7 Kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah

Kekuatan maritim sangat sensitif terhadap perubahan rute, kompetisi politik, serangan pada
simpul, dan pergeseran pusat perdagangan. Serangan Chola pada abad ke-11 sering dibahas
sebagai salah satu episode penting, tetapi transformasi Sriwijaya berlangsung dalam proses yang
lebih panjang.

Jaringan yang dahulu menguntungkan dapat berpindah ketika aktor dan kondisi berubah.
Pelajarannya: posisi strategis harus terus didukung kapasitas, legitimasi, dan adaptasi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
kemunduran, perubahan jaringan, dan pelajaran sejarah, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

3. Majapahit dan Jaringan Perdagangan Antarpulau

Majapahit memperlihatkan bahwa kekuatan agraris dan maritim dapat bersinergi. Surplus daratan,
koridor sungai, pelabuhan, kapal, dan hubungan antarpulau merupakan bagian dari satu sistem
ekonomi-politik.

3.1 Majapahit antara agraris dan maritim

Majapahit sering digambarkan sebagai kerajaan agraris atau maritim, padahal kedua dimensi
tersebut saling menopang. Basis pertanian Jawa menghasilkan surplus dan populasi, sementara
jaringan pelayaran menghubungkannya dengan bandar dan pulau lain.

Utomo (2009) menegaskan posisi Majapahit dalam lintas pelayaran dan perdagangan Nusantara.
Dikotomi agraris-maritim karena itu perlu diganti dengan pendekatan sistem ekonomi terintegrasi.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
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yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks majapahit antara agraris dan maritim, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks majapahit antara agraris dan maritim, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks majapahit antara agraris dan maritim, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
majapahit antara agraris dan maritim, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks majapahit
antara agraris dan maritim, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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3.2 Brantas, pesisir utara, dan akses ke laut

Jaringan sungai dan pelabuhan menghubungkan pusat daratan Majapahit dengan pesisir. Barang,
pajak, orang, dan informasi bergerak melalui koridor yang menghubungkan pertanian dan
perdagangan maritim.

Kapasitas mengelola hubungan ini memperluas ruang pengaruh kerajaan. Pusat kekuasaan
daratan tetap membutuhkan gateway laut untuk berhubungan dengan ekonomi regional.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks brantas, pesisir utara, dan akses ke laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks brantas, pesisir utara, dan akses ke laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
brantas, pesisir utara, dan akses ke laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks brantas,
pesisir utara, dan akses ke laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks brantas, pesisir utara, dan
akses ke laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

3.3 Nagarakretagama dan imajinasi ruang Nusantara

Daftar wilayah dalam sumber Majapahit sering digunakan untuk membahas cakupan pengaruh
kerajaan. Daftar tersebut tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai provinsi dalam negara
modern; hubungan politik dapat berupa tribut, aliansi, pengakuan, atau jaringan dagang.

Namun sumber itu penting karena menunjukkan adanya imajinasi politik mengenai ruang
antarpulau yang luas. Konsep Nusantara memperoleh kedalaman historis melalui jaringan
kekuasaan seperti ini.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks nagarakretagama dan imajinasi ruang nusantara, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
nagarakretagama dan imajinasi ruang nusantara, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks
nagarakretagama dan imajinasi ruang nusantara, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks nagarakretagama dan
imajinasi ruang nusantara, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
nagarakretagama dan imajinasi ruang nusantara, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

3.4 Komoditas dan perdagangan antarpulau

Pelayaran antarpulau mengedarkan beras, garam, kayu, logam, rempah, tekstil, keramik, dan
berbagai kebutuhan lain. Perdagangan tidak hanya bersifat ekspor internasional; arus regional
yang menghubungkan kebutuhan satu pulau dengan surplus pulau lain sama pentingnya.

Jaringan ini menciptakan spesialisasi dan saling ketergantungan. Integrasi ekonomi kepulauan
memiliki akar panjang sebelum konsep ekonomi nasional.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
komoditas dan perdagangan antarpulau, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks komoditas
dan perdagangan antarpulau, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
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komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks komoditas dan perdagangan
antarpulau, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas
tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
komoditas dan perdagangan antarpulau, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks komoditas dan perdagangan antarpulau, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

3.5 Pedagang asing dan bandar Jawa

Bandar-bandar Jawa menjadi tempat interaksi pedagang lokal dengan komunitas China, India,
Arab, dan kelompok lain. Pertukaran barang berjalan bersama pertukaran bahasa, agama,
teknologi, dan kebiasaan bisnis.

Kosmopolitanisme pesisir memperkaya masyarakat sekaligus menciptakan dinamika politik baru.
Perubahan agama dan struktur sosial di pesisir pada periode berikutnya tidak dapat dilepaskan
dari jaringan maritim.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks pedagang
asing dan bandar jawa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
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memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks pedagang asing dan bandar
jawa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
pedagang asing dan bandar jawa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks pedagang asing dan bandar jawa, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks pedagang asing dan bandar jawa, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

3.6 Kapal Jawa dan tradisi teknologi lokal

Sumber-sumber asing mencatat kapal besar dari Jawa dan Asia Tenggara, sementara kajian
arkeologi memperlihatkan tradisi konstruksi yang khas. Manguin (1980, 2019) menunjukkan bahwa
istilah umum seperti junk dapat menyesatkan bila semua kapal besar Asia dianggap berasal dari
tradisi China.

Teknologi lokal memberikan bukti material tentang kapasitas pelayaran Nusantara. Identitas
bahari memiliki dasar teknis selain simbolik.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
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memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks kapal jawa dan tradisi
teknologi lokal, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
kapal jawa dan tradisi teknologi lokal, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks kapal jawa dan tradisi teknologi lokal, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks kapal jawa dan tradisi teknologi lokal, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks kapal jawa dan tradisi teknologi lokal, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.
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3.7 Transformasi pasca-Majapahit dan pergeseran bandar

Kemunduran politik pusat Majapahit tidak berarti runtuhnya kehidupan maritim. Jaringan
perdagangan terus berubah dan bandar-bandar pesisir memperoleh peran lebih besar, termasuk
dalam proses Islamisasi dan pembentukan kesultanan baru.

Sejarah jaringan sering memiliki kontinuitas yang melampaui dinasti. Karena itu periodisasi politik
perlu dilengkapi periodisasi ekonomi dan maritim.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
transformasi pasca-majapahit dan pergeseran bandar, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks transformasi pasca-majapahit dan pergeseran bandar,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks transformasi pasca-majapahit dan pergeseran bandar, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks transformasi pasca-majapahit dan pergeseran bandar, pendekatan
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ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
transformasi pasca-majapahit dan pergeseran bandar, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

4. Pelaut Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan Maluku

Tradisi bahari tidak hanya hidup dalam kerajaan besar. la sangat nyata dalam komunitas pelaut
yang mengembangkan pengetahuan, etika, teknologi, migrasi, dan perdagangan lintas pulau
selama berabad-abad.

4.1 Bugis dan etos massompek

Tradisi merantau laut Bugis sering dikaitkan dengan massompek, yaitu mobilitas untuk mencari
peluang, membangun jaringan, dan membentuk komunitas di tempat baru. Diaspora Bugis
tersebar luas di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara serta berperan dalam perdagangan dan
politik lokal.

Mobilitas tersebut ditopang keberanian, keterampilan navigasi, jaringan kekerabatan, dan
kemampuan beradaptasi. Identitas pelaut di sini merupakan kombinasi ekonomi, sosial, dan
moral.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks bugis dan etos massompek, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks bugis dan etos massompek, pendekatan ini membantu
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menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks bugis dan etos massompek, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks bugis
dan etos massompek, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks bugis dan etos
massompek, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

4.2 Makassar sebagai emporium terbuka

Makassar tumbuh menjadi pusat perdagangan penting pada abad ke-16 dan ke-17 karena
posisinya di jalur timur Nusantara dan kebijakan yang menarik pedagang. Sritimuryati dan
Suryaningsi (2021) menekankan peran sentral pedagang Makassar, sementara studi lebih baru
menunjukkan koneksinya dengan jaringan pedagang China sebelum penaklukan VOC.

Emporium berfungsi ketika kebebasan relatif, keamanan, pasar, dan layanan menciptakan
network effect. Model Makassar kemudian berhadapan dengan strategi monopoli VOC.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks makassar sebagai emporium terbuka, pendekatan ini membantu
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menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks makassar sebagai emporium terbuka, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
makassar sebagai emporium terbuka, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks makassar
sebagai emporium terbuka, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks makassar sebagai emporium
terbuka, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas
tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

4.3 Bugis-Makassar setelah Perang Makassar

Kekalahan Gowa pada abad ke-17 tidak mengakhiri aktivitas maritim Bugis-Makassar; justru
mobilitas dan diaspora berkembang ke berbagai wilayah. Kelompok-kelompok pelaut dan
pedagang beradaptasi terhadap konfigurasi politik baru, membangun hubungan di Riau,
Semenanjung Melayu, Kalimantan, dan kawasan timur.
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Sutherland (2001) menunjukkan bagaimana komunitas di Makassar menegosiasikan identitas dan
jalur dagang setelah penaklukan Belanda. Resilience maritim lahir dari kemampuan mengubah
jaringan ketika pusat politik berubah.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks bugis-makassar setelah perang makassar, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks bugis-
makassar setelah perang makassar, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks bugis-
makassar setelah perang makassar, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks bugis-makassar setelah
perang makassar, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
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bugis-makassar setelah perang makassar, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

4.4 Buton dan jaringan pelayaran tradisional

Buton memiliki tradisi pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia timur dan wilayah
lain. Tahara (2018) menunjukkan keberlanjutan sistem pelayaran, jaringan niaga, serta
kebudayaan pelaut Buton hingga periode modern.

Pengetahuan kapal, musim, relasi dagang, dan organisasi awak merupakan modal sosial yang
diwariskan lintas generasi. Buton memperlihatkan bahwa tradisi maritim lokal dapat bertahan di
tengah modernisasi transportasi.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks buton
dan jaringan pelayaran tradisional, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks buton dan
jaringan pelayaran tradisional, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks buton dan jaringan
pelayaran tradisional, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
buton dan jaringan pelayaran tradisional, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks buton dan jaringan pelayaran tradisional, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

4.5 Mandar, sandeq, dan etika laut

Masyarakat Mandar mengembangkan sandeq sebagai simbol penting teknologi dan identitas
maritim. Kajian mengenai proses pembuatan sandeq menunjukkan adanya makna simbolik, ritual,
dan hubungan antara keterampilan teknis dengan pandangan hidup (Sonni et al., 2021).

Ritual kuliwa juga menggambarkan bagaimana masyarakat mengelola ketidakpastian perjalanan
melalui sistem makna dan solidaritas. Teknologi perahu tidak dapat dipisahkan dari budaya yang
membuatnya hidup.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks mandar,
sandeq, dan etika laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks mandar, sandeq, dan etika
laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
mandar, sandeq, dan etika laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks mandar, sandeq, dan etika laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks mandar, sandeq, dan etika laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

4.6 Maluku: pelaut, rempah, dan pengetahuan musim

Masyarakat Maluku hidup dalam jaringan pulau yang membutuhkan mobilitas laut untuk
perdagangan, politik, dan hubungan kekerabatan. Budaya bahari berhubungan erat dengan
produksi serta sirkulasi cengkih dan pala, termasuk pengetahuan musim, cuaca, navigasi, dan
perahu lokal (Pessy & Yulifar, 2025).

Kedatangan kekuatan Eropa mengubah tata niaga, tetapi tidak menghapus agency masyarakat
lokal. Maluku adalah contoh hubungan langsung antara ekologi komoditas dan identitas bahari.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks maluku: pelaut, rempah, dan
pengetahuan musim, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
maluku: pelaut, rempah, dan pengetahuan musim, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks maluku: pelaut, rempah, dan pengetahuan musim,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks maluku: pelaut, rempah, dan pengetahuan musim, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks maluku: pelaut, rempah, dan pengetahuan musim, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

4.7 Kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim

Pelayaran tradisional berlangsung dalam kondisi risiko tinggi dan penegakan kontrak formal yang
terbatas. Karena itu nilai kehormatan, kepercayaan, solidaritas, dan reputasi berfungsi sebagai
institusi ekonomi.

Dalam banyak komunitas Sulawesi, hubungan punggawa-sawi, kerabat, pemodal, dan pedagang
dibangun melalui kombinasi aturan formal serta norma sosial. Modal sosial menjadi infrastruktur
tak berwujud dari perdagangan antarpulau.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
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kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
kepercayaan, siri, amanah, dan modal sosial maritim, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

4.8 Dari layar tradisional ke ekonomi modern

Modernisasi mesin, pelabuhan, jalan, komunikasi, dan regulasi mengubah pola pelayaran
tradisional. Sebagian rute menghilang, sebagian kapal beradaptasi dengan motorisasi, dan
sebagian tradisi bertahan sebagai identitas budaya atau ekonomi niche.
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Tantangannya adalah mencegah romantisasi sekaligus menjaga pengetahuan yang masih relevan.
Warisan bahari dapat menjadi sumber inovasi bila dihubungkan dengan keselamatan, desain
modern, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks dari layar tradisional ke ekonomi modern, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks dari layar tradisional ke ekonomi modern, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks dari layar tradisional ke ekonomi modern, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks dari
layar tradisional ke ekonomi modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
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negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks dari layar
tradisional ke ekonomi modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

5. Jalur Rempah dan Posisi Indonesia dalam Perdagangan Global

Jalur Rempah menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia telah menjadi bagian penting ekonomi
dunia jauh sebelum negara modern terbentuk. Komoditas lokal menghubungkan masyarakat kecil
dengan jaringan yang melintasi samudra.

5.1 Maluku sebagai pusat komoditas bernilai tinggi

Cengkih dan pala memberi Maluku posisi unik karena dalam periode panjang komoditas tersebut
tumbuh secara terbatas dan sangat diminati di pasar jauh. Nilai tinggi per satuan berat membuat
rempah ekonomis untuk perdagangan jarak jauh meskipun biaya transportasi dan risiko besar.

Komoditas menghubungkan pulau kecil dengan jaringan Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan
kemudian Eropa. Globalisasi awal dapat dilihat dari bagaimana permintaan jauh memengaruhi
masyarakat sumber.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks maluku sebagai pusat komoditas bernilai tinggi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks maluku sebagai pusat komoditas bernilai tinggi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
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maluku sebagai pusat komoditas bernilai tinggi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks maluku
sebagai pusat komoditas bernilai tinggi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks maluku sebagai pusat
komoditas bernilai tinggi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

5.2 Jalur Rempah sebelum Eropa

Perdagangan rempah tidak dimulai oleh Portugis atau Belanda. Ririmasse menunjukkan bahwa
pertukaran di Maluku memiliki akar prasejarah dan awal sejarah, sementara jaringan Asia
membawa rempah melalui banyak tangan dan pelabuhan.

Pedagang Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, Arab, India, dan China memainkan peran dalam rantai
yang kompleks. Narasi yang hanya dimulai pada abad ke-16 menghapus sejarah panjang agency
Asia.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks jalur rempah sebelum eropa, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks jalur

Halaman 42



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Sejarah Maritim Nusantara dan Identitas Bahari Indonesia

rempah sebelum eropa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks jalur rempah
sebelum eropa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks jalur rempah sebelum eropa,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
jalur rempah sebelum eropa, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

5.3 Banda, pala, dan transformasi global

Kepulauan Banda menjadi sangat penting karena pala dan bunga pala. Permintaan global
mendorong persaingan keras untuk mengontrol produksi dan perdagangan, yang mencapai bentuk
ekstrem dalam kekerasan kolonial serta sistem perkebunan perken.

Mansyur (2011) menunjukkan perbedaan sistem tata niaga cengkih dan pala pada masa kolonial di
Maluku. Kasus Banda memperlihatkan konsekuensi ketika monopoli global dipaksakan pada
masyarakat lokal.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
banda, pala, dan transformasi global, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks banda, pala,
dan transformasi global, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks banda, pala, dan
transformasi global, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
banda, pala, dan transformasi global, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks banda, pala, dan transformasi global, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

5.4 Cengkih, Ambon-Lease, dan kontrol produksi

Cengkih menjadi pusat kebijakan kolonial di Ambon dan Kepulauan Lease. VOC berupaya
mengatur produksi dan distribusi melalui kontrak, pengawasan, dan kebijakan pembatasan pohon
di luar wilayah yang dikendalikan.

Tata niaga kolonial memutus atau mengubah jaringan lama dan memindahkan surplus ke struktur
perusahaan. Sejarah ini penting bagi analisis ekonomi politik komoditas.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
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mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks cengkih,
ambon-lease, dan kontrol produksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks cengkih, ambon-lease, dan
kontrol produksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
cengkih, ambon-lease, dan kontrol produksi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks cengkih, ambon-lease, dan kontrol produksi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks cengkih, ambon-lease, dan kontrol produksi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.
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5.5 Pelabuhan transit dan pembentukan nilai

Rempah memperoleh nilai melalui jaringan, bukan hanya di kebun penghasil. Pengumpulan,
penyimpanan, pelayaran, pajak, kredit, risiko, dan redistribusi membuat pelabuhan transit ikut
membentuk harga.

Makassar, Jawa, Malaka, dan bandar lain berfungsi pada waktu berbeda sebagai simpul dalam
jaringan. Posisi strategis berarti kemampuan mengelola sirkulasi, bukan sekadar memiliki
komoditas.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks pelabuhan transit dan
pembentukan nilai, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
pelabuhan transit dan pembentukan nilai, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks pelabuhan transit dan pembentukan nilai, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks pelabuhan transit dan pembentukan nilai, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.
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Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks pelabuhan transit dan pembentukan nilai, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

5.6 Jalur Rempah sebagai pertukaran budaya
Arus rempah membawa manusia dan gagasan bersamanya. Agama, bahasa, pakaian, teknologi,
makanan, bentuk rumah, dan praktik dagang bergerak bersama kapal.

Jaringan perdagangan menghasilkan budaya campuran di pelabuhan dan komunitas diaspora.
Karena itu Jalur Rempah adalah warisan budaya sekaligus sejarah ekonomi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
jalur rempah sebagai pertukaran budaya, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks jalur rempah sebagai pertukaran budaya, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks jalur rempah sebagai pertukaran budaya, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.
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Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks jalur rempah sebagai pertukaran budaya, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks jalur
rempah sebagai pertukaran budaya, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

5.7 Dari perdagangan bebas menuju monopoli kolonial

Sebelum monopoli Eropa, perdagangan tetap memiliki konflik dan kekuasaan, tetapi melibatkan
banyak aktor dengan jalur alternatif. Perusahaan kolonial berusaha mengganti pluralitas tersebut
dengan kontrol yang lebih eksklusif melalui benteng, kapal bersenjata, kontrak, dan larangan.

Benturan antara Makassar sebagai emporium dan VOC merupakan salah satu contoh penting.
Kolonialisme maritim dapat dipahami sebagai restrukturisasi jaringan dengan kekerasan.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks dari perdagangan bebas menuju monopoli kolonial,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks dari perdagangan bebas menuju monopoli kolonial, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.
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Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks dari perdagangan bebas menuju monopoli kolonial, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks dari
perdagangan bebas menuju monopoli kolonial, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks dari
perdagangan bebas menuju monopoli kolonial, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

5.8 Memaknai kembali Jalur Rempah untuk Indonesia modern

Warisan Jalur Rempah mempunyai nilai pendidikan, diplomasi budaya, pariwisata, ekonomi
kreatif, dan penelitian. Namun pengembangannya harus menghindari reduksi menjadi slogan atau
festival semata.

Narasi perlu memasukkan masyarakat produsen, pelaut lokal, peran perempuan, teknologi kapal,
konflik kolonial, serta perubahan ekologi. Warisan yang kritis lebih bernilai daripada romantisasi
masa lalu.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks memaknai kembali jalur rempah untuk indonesia modern,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.
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Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks memaknai kembali jalur rempah untuk indonesia modern,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
memaknai kembali jalur rempah untuk indonesia modern, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks memaknai
kembali jalur rempah untuk indonesia modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks memaknai kembali jalur
rempah untuk indonesia modern, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

6. Deklarasi Djuanda dan Konsep Negara Kepulauan

Deklarasi Djuanda adalah titik ketika pengalaman historis kepulauan diterjemahkan ke dalam
bahasa hukum dan geopolitik modern. Laut memperoleh status sebagai unsur pemersatu wilayah
negara, bukan celah di antara pulau-pulau.
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6.1 Warisan Ordonansi 1939 dan problem fragmentasi

Sebelum Deklarasi Djuanda, ketentuan kolonial menetapkan laut teritorial tiga mil dari garis pantai
masing-masing pulau. Konsekuensinya, perairan di antara pulau-pulau tertentu dapat berada di
luar kedaulatan nasional sehingga secara konseptual memfragmentasikan ruang Indonesia.

Bagi republik pascakemerdekaan, model tersebut bertentangan dengan kebutuhan kesatuan
wilayah dan keamanan. Masalah hukum laut berubah menjadi masalah nation-building.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks warisan ordonansi 1939 dan problem fragmentasi, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
warisan ordonansi 1939 dan problem fragmentasi, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks warisan
ordonansi 1939 dan problem fragmentasi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks warisan ordonansi 1939 dan
problem fragmentasi, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
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justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
warisan ordonansi 1939 dan problem fragmentasi, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

6.2 Lahirnya Deklarasi 13 Desember 1957

Pemerintah di bawah Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja mengumumkan bahwa perairan di
sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian integral
wilayah negara. Deklarasi juga menggunakan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar
serta memperluas laut teritorial menjadi 12 mil.

Tangkilisan (2017) menempatkan langkah ini dalam konteks perjuangan integrasi wilayah dan
tantangan hukum internasional. Deklarasi tersebut merupakan tindakan politik sekaligus inovasi
hukum.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
lahirnya deklarasi 13 desember 1957, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks lahirnya
deklarasi 13 desember 1957, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan
pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks lahirnya deklarasi 13
desember 1957, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
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medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
lahirnya deklarasi 13 desember 1957, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks lahirnya deklarasi 13 desember 1957, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

6.3 Dari pulau yang dikelilingi laut menuju kepulauan yang disatukan laut

Makna terdalam Deklarasi Djuanda adalah perubahan ontologi ruang negara. Dalam paradigma
lama, pulau dipandang satu per satu dan laut di antaranya berpotensi menjadi pemisah. Dalam
paradigma negara kepulauan, pulau dan perairan dipahami sebagai satu kesatuan geografis,
ekonomi, politik, dan keamanan.

Perubahan ini sesuai dengan pengalaman historis Nusantara sebagai ruang jaringan laut. Hukum
modern memberi bentuk teritorial pada intuisi historis mengenai kesatuan kepulauan.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks dari pulau
yang dikelilingi laut menuju kepulauan yang disatukan laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks dari pulau yang dikelilingi
laut menuju kepulauan yang disatukan laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
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medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
dari pulau yang dikelilingi laut menuju kepulauan yang disatukan laut, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks dari pulau yang dikelilingi laut menuju kepulauan yang
disatukan laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih
luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks dari pulau yang dikelilingi laut menuju kepulauan yang disatukan
laut, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

6.4 Perlawanan internasional dan diplomasi panjang

Deklarasi tidak langsung diterima semua negara karena berdampak pada navigasi, kepentingan
militer, dan akses perikanan. Indonesia harus memperjuangkan gagasan negara kepulauan
melalui konferensi hukum laut, negosiasi bilateral, dan diplomasi multilateral selama puluhan
tahun.

Sekretariat Kabinet mencatat perjuangan sekitar 25 tahun sampai pengakuan prinsip archipelagic
state dalam UNCLOS 1982. Keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi strategi
hukum dan diplomasi.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks perlawanan internasional
dan diplomasi panjang, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
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justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
perlawanan internasional dan diplomasi panjang, pendekatan ini membantu menghubungkan
fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks perlawanan internasional dan diplomasi panjang,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks perlawanan internasional dan diplomasi panjang, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks perlawanan internasional dan diplomasi panjang, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

6.5 Mochtar Kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut Indonesia

Perjuangan negara kepulauan berkaitan erat dengan pemikiran dan diplomasi para ahli hukum
Indonesia, termasuk Mochtar Kusumaatmadja. Konsep tersebut diterjemahkan dari kebutuhan
nasional menjadi argumentasi yang dapat diterima dalam hukum internasional.

Proses ini merupakan contoh bagaimana negara berkembang dapat berkontribusi pada
pembentukan norma global. Kedaulatan tidak hanya dijaga dengan kekuatan fisik, tetapi juga
kemampuan konseptual dan diplomatik.
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Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
mochtar kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut indonesia, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks mochtar kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut
indonesia, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas
tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks mochtar kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut indonesia,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks mochtar kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut indonesia,
pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
mochtar kusumaatmadja dan arsitektur hukum laut indonesia, pendekatan ini membantu
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menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

6.6 UNCLOS 1982 dan pengakuan archipelagic state

UNCLOS 1982 mengakui rezim negara kepulauan dan memberi kerangka bagi garis pangkal
kepulauan, perairan kepulauan, lintas alur laut kepulauan, laut teritorial, ZEE, dan rezim lain.
Pengakuan tersebut bukan sekadar keberhasilan simbolik; ia mengubah posisi hukum ruang laut
Indonesia secara mendasar.

Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985. Deklarasi Djuanda
memperoleh penyelesaian internasional melalui proses hukum yang panjang.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan. Dalam konteks unclos 1982 dan pengakuan archipelagic state, pendekatan
ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus
kekhasan tempat dan periode.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks unclos 1982 dan pengakuan archipelagic state, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks unclos 1982 dan pengakuan archipelagic state, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
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murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
unclos 1982 dan pengakuan archipelagic state, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks unclos 1982
dan pengakuan archipelagic state, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

6.7 Wawasan Nusantara dan identitas kebangsaan

Konsep negara kepulauan berkontribusi pada Wawasan Nusantara, yaitu cara pandang tentang
kesatuan wilayah dan bangsa yang mencakup darat, laut, dan udara. Secara budaya, gagasan ini
menghubungkan sejarah bahari dengan konstruksi kewarganegaraan modern.

Laut yang sebelumnya sering dianggap halaman belakang dapat dipahami sebagai ruang pusat
integrasi nasional. Identitas bahari menjadi bagian dari ide geopolitik Indonesia.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui. Dalam konteks wawasan nusantara dan identitas kebangsaan, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks wawasan nusantara dan identitas kebangsaan, pendekatan ini
membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan
tempat dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
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wawasan nusantara dan identitas kebangsaan, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta
sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks wawasan
nusantara dan identitas kebangsaan, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks wawasan nusantara dan
identitas kebangsaan, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang
lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

6.8 Relevansi Djuanda pada abad ke-21

Pengakuan hukum saja tidak otomatis menghasilkan negara maritim yang kuat. Kedaulatan
wilayah perlu diisi melalui pengawasan, pelayaran, pelabuhan, industri kapal, riset, ekonomi
pesisir, konservasi, dan kesejahteraan masyarakat pulau.

Deklarasi Djuanda memberi ruang hukum; generasi kini harus memberi kapasitas ekonomi,
teknologi, dan ekologis pada ruang tersebut. Warisan Djuanda karena itu merupakan agenda
pembangunan yang belum selesai.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan. Dalam konteks relevansi djuanda pada abad ke-21, pendekatan ini membantu
menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat
dan periode.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif. Dalam konteks
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relevansi djuanda pada abad ke-21, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia. Dalam konteks relevansi
djuanda pada abad ke-21, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola
yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi. Dalam konteks relevansi djuanda pada abad
ke-21, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah dengan pola yang lebih luas tanpa
menghapus kekhasan tempat dan periode.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama. Dalam konteks
relevansi djuanda pada abad ke-21, pendekatan ini membantu menghubungkan fakta sejarah
dengan pola yang lebih luas tanpa menghapus kekhasan tempat dan periode.

7. Sintesis: Genealogi Identitas Bahari Indonesia

7.1 Dari geografi ke peradaban

Kepulauan menjadi peradaban maritim ketika masyarakat mengembangkan kapasitas untuk
mengatasi jarak dan ketidakpastian. Perahu, navigasi, pelabuhan, kepercayaan, dan organisasi
mengubah laut dari hambatan menjadi medium. Proses ini terjadi berulang dalam sejarah
Nusantara dan menghasilkan keragaman tradisi bahari.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.
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Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

7.2 Dari pelabuhan ke kekuasaan
Pelabuhan menjadi sumber kekuasaan ketika arus barang dan manusia cukup besar untuk
menghasilkan pajak, informasi, legitimasi, dan kemampuan diplomatik. Sriwijaya dan Makassar
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menunjukkan bentuk berbeda dari politik pelabuhan, sementara VOC memperlihatkan bagaimana
kontrol pelabuhan dapat dipakai untuk monopoli.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.
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Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

7.3 Dari komoditas ke geopolitik

Rempah memberi contoh ekstrem tentang bagaimana komoditas dapat mengubah relasi
kekuasaan. Nilai cengkih dan pala mendorong kedatangan pedagang dan kemudian armada
kolonial. Kekayaan alam memberi peluang, tetapi sekaligus menimbulkan risiko perebutan bila
tidak didukung kapasitas politik serta kelembagaan.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
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negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

7.4 Dari mobilitas ke diaspora

Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan kelompok maritim lain memperlihatkan bahwa migrasi tidak
selalu berarti putus dengan tempat asal. Diaspora justru membangun jaringan yang
menghubungkan berbagai pelabuhan dan menciptakan modal sosial lintas wilayah.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.
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Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

7.5 Dari tradisi ke teknologi

Pengetahuan tradisional bukan lawan teknologi modern. Keduanya dapat dipahami sebagai
lapisan kemampuan yang berkembang menurut konteks. Pengetahuan membaca cuaca dan arus
tetap penting meskipun kapal menggunakan GPS; konstruksi kayu tradisional dapat memberi
inspirasi desain dan konservasi pengetahuan material.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
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dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

7.6 Dari Nusantara historis ke NKRI

Kesatuan Nusantara dalam sejarah tidak selalu berbentuk kedaulatan teritorial modern. Deklarasi
Djuanda mengubah warisan konektivitas itu menjadi prinsip hukum: pulau dan laut di antaranya
merupakan kesatuan ruang negara. Ini adalah transformasi dari jaringan historis menjadi arsitektur
konstitusional-geopolitik.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
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pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.
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8. Relevansi Sejarah Maritim bagi Indonesia Abad ke-21

8.1 Pendidikan sejarah maritim

Kurikulum sejarah Indonesia perlu memberi tempat lebih besar pada pelabuhan, kapal, pelaut,
perdagangan antarpulau, teknologi, dan komunitas pesisir. Pendekatan ini tidak mengurangi
pentingnya sejarah daratan, tetapi menyeimbangkannya agar sesuai karakter kepulauan.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
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Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.2 Museum, arsip, dan digital heritage

Banyak warisan maritim tersebar dalam arsip kolonial, naskah lokal, bangkai kapal, artefak, tradisi
lisan, dan lanskap pelabuhan. Digitalisasi dapat menghubungkan sumber yang tersebar dan
membuatnya dapat digunakan untuk pendidikan serta penelitian lintas daerah.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpullain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.
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Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.3 Revitalisasi teknologi perahu tradisional

Sandeq, pinisi, lambo, dan berbagai perahu lokal mengandung pengetahuan material tentang
kayu, proporsi, ikatan, layar, dan adaptasi terhadap perairan. Revitalisasi sebaiknya tidak berhenti
sebagai objek wisata, tetapi juga mendokumentasikan keterampilan pembuat kapal dan
menghubungkannya dengan pendidikan desain.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpullain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
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melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.4 Jalur Rempah sebagai diplomasi budaya

Jalur Rempah dapat menjadi platform untuk menghubungkan Indonesia dengan negara-negara
yang berbagi sejarah perdagangan. Diplomasi budaya dapat menampilkan hubungan yang saling
membentuk, bukan narasi satu arah tentang komoditas yang dibawa ke Eropa.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.
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Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.5 Pelabuhan dan kota bahari masa depan

Sejarah mengajarkan bahwa pelabuhan maju bila terhubung dengan hinterland, pasar, teknologi,
dan institusi yang efektif. Kota bahari masa depan perlu menggabungkan efisiensi logistik dengan
kualitas lingkungan, ruang publik pesisir, dan identitas sejarah.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
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asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.6 Identitas bahari dan ekonomi biru

Ekonomi biru akan lebih berakar bila tidak diperlakukan sebagai jargon teknokratis. Tradisi
masyarakat pesisir mengingatkan bahwa laut adalah ruang penghidupan dan budaya. Kebijakan
perlu menggabungkan inovasi dengan hak akses, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.
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Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.7 Djuanda sebagai agenda yang belum selesai

Deklarasi Djuanda berhasil menyatukan ruang secara hukum, tetapi kesatuan substantif
memerlukan konektivitas yang adil, pelayanan pulau kecil, pengawasan, data, dan kapasitas
ekonomi. Negara kepulauan yang kuat harus hadir secara nyata di laut, bukan hanya pada peta.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
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yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

8.8 Menuju Indonesia Maritim 2045

Visi jangka panjang dapat menggabungkan sejarah dan masa depan: pendidikan bahari, industri
kapal, pelabuhan cerdas, riset laut, konservasi, ekonomi pesisir, diplomasi, dan pertahanan.
Identitas bahari menjadi produktif ketika diterjemahkan menjadi kompetensi dan institusi.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
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margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

9. Penutup

Sejarah maritim Nusantara memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lahir dari kumpulan pulau yang
kebetulan berdekatan. Jauh sebelum negara modern terbentuk, laut telah menghubungkan
komunitas, pelabuhan, kerajaan, pasar, bahasa, dan tradisi. Konektivitas itu tidak selalu damai
dan tidak selalu menghasilkan kesatuan politik, tetapi menciptakan ruang interaksi yang membuat
kepulauan ini memiliki sejarah bersama.

Sriwijaya menunjukkan bagaimana simpul pelayaran dan perdagangan dapat menjadi dasar
kekuatan politik. Majapahit memperlihatkan sinergi antara ekonomi agraris dan jaringan
antarpulau. Bugis, Makassar, Buton, Mandar, dan Maluku memperlihatkan bahwa budaya bahari
tumbuh dari bawah melalui kerja pelaut, pembuat kapal, pedagang, keluarga, ritual, dan
pengetahuan lokal. Jalur Rempah kemudian membawa Nusantara ke dalam hubungan global yang
semakin intensif, termasuk kompetisi dan kolonialisme.

Deklarasi Djuanda memberi babak baru. Untuk pertama kalinya dalam kerangka republik,
pengalaman ruang kepulauan diterjemahkan menjadi prinsip teritorial yang tegas: laut di antara
pulau-pulau adalah bagian dari kesatuan Indonesia. Perjuangan menjadikan prinsip tersebut
norma hukum internasional memperlihatkan kapasitas intelektual dan diplomatik bangsa untuk
bukan sekadar menerima aturan dunia, tetapi ikut membentuknya.
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Identitas bahari Indonesia karena itu memiliki tiga fondasi. Pertama, fondasi ekologis-geografis
berupa kehidupan di wilayah kepulauan. Kedua, fondasi historis-kultural berupa tradisi pelayaran,
perdagangan, teknologi, dan jaringan sosial. Ketiga, fondasi hukum-politik berupa konsep negara
kepulauan. Ketiganya perlu dipahami bersama agar maritim tidak direduksi menjadi slogan
ekonomi atau pertahanan.

Pada abad ke-21, tantangannya adalah mengubah warisan tersebut menjadi kapasitas. Laut
Indonesia harus dihubungkan melalui pelayaran yang efisien, dijaga melalui tata kelola dan
keamanan, dipahami melalui riset, dimanfaatkan melalui ekonomi yang berkelanjutan, serta
diwariskan melalui pendidikan. Sejarah memberi arah: kejayaan maritim selalu muncul ketika
masyarakat mampu menggabungkan pengetahuan, teknologi, organisasi, jaringan, dan keberanian
beradaptasi.

Dengan demikian, sejarah maritim Nusantara bukan sekadar kisah tentang masa lalu di laut. la
adalah sejarah tentang bagaimana orang Indonesia belajar menghubungkan jarak, mengelola
keragaman, menghadapi risiko, dan membangun kesatuan. Dalam pengertian ini, identitas bahari
merupakan salah satu sumber paling penting untuk membayangkan masa depan Indonesia
sebagai negara kepulauan yang maju, inklusif, berdaulat, dan berkelanjutan.
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Glossarium

Archipelagic State: Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat
mencakup pulau lain sebagaimana dirumuskan dalam UNCLOS.

Archipelagic baselines: Garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar
pulau dan karang kering terluar sesuai syarat UNCLOS.

Bahari: Konsep yang menekankan hubungan budaya, sejarah, pengetahuan, dan identitas
masyarakat dengan laut.

Bandar: Kota atau tempat pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan interaksi
sosial.

Buton: Wilayah dan masyarakat di Sulawesi Tenggara dengan tradisi pelayaran dan perdagangan
antarpulau yang panjang.

Cengkih: Rempah aromatik yang secara historis sangat terkait dengan Maluku Utara dan
perdagangan global.

Deklarasi Djuanda: Pernyataan pemerintah Indonesia tanggal 13 Desember 1957 yang
menegaskan kesatuan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau
Indonesia.

Diaspora: Penyebaran kelompok penduduk ke berbagai wilayah sambil mempertahankan atau
membentuk jaringan identitas dan hubungan sosial.

Emporium: Pelabuhan atau pusat dagang besar yang mengumpulkan dan mendistribusikan
barang dari berbagai wilayah.

Hinterland: Wilayah daratan yang secara ekonomi terhubung dengan pelabuhan.

Jalur Rempah: Jaringan produksi, distribusi, pelayaran, dan pertukaran yang menghubungkan
wilayah penghasil rempah dengan pasar regional dan global.

Jong: Istilah historis untuk kapal besar Asia Tenggara; penggunaannya dalam sumber asing perlu
dibedakan dari junk China.

Kuliwa: Ritual masyarakat Mandar yang antara lain dilakukan sebelum pelayaran atau aktivitas
laut tertentu.

Lashed-lug: Tradisi konstruksi kapal dengan bagian kerangka yang diikat pada tonjolan bagian
dalam papan lambung.

Majapabhit: Kerajaan Jawa abad ke-13 hingga ke-15 yang memiliki basis agraris kuat sekaligus
jaringan politik dan perdagangan antarpulau.

Makassar: Kota dan wilayah Sulawesi Selatan yang berkembang sebagai pusat perdagangan
maritim penting, khususnya pada abad ke-16 dan ke-17.

Maluku: Kepulauan di Indonesia timur yang historis terkait dengan cengkih, pala, pelayaran, dan
perdagangan global.
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Mandala: Konsep kekuasaan pra-modern Asia Tenggara dengan pusat dan lingkar pengaruh yang
tidak selalu memiliki batas teritorial tegas.

Mandar: Masyarakat Sulawesi Barat yang dikenal dengan tradisi bahari dan perahu sandeq.

Massompek: Tradisi atau etos mobilitas/merantau melalui laut yang diasosiasikan dengan
masyarakat Bugis.

Monsoon/Monsun: Sistem angin musiman yang memengaruhi jadwal dan rute pelayaran di Asia.

Negara kepulauan: Padanan archipelagic state; bentuk negara yang karakter geografis dan hukum
wilayahnya dibangun dari kesatuan pulau dan perairan kepulauan.

Nusantara: Konsep historis dan geografis yang merujuk pada kepulauan Asia Tenggara maritim,
kemudian menjadi penting dalam imajinasi kebangsaan Indonesia.

Pala: Rempah bernilai tinggi yang historis berasal terutama dari Kepulauan Banda.

Pelabuhan transit: Pelabuhan yang berfungsi mengumpulkan, memindahkan, dan
mendistribusikan barang antara rute yang berbeda.

Perairan kepulauan: Perairan di sisi dalam garis pangkal kepulauan yang memiliki rezim hukum
khusus dalam UNCLOS.

Pinisi: Tradisi pembuatan kapal dan rig pelayaran Sulawesi Selatan yang berkembang dalam
sejarah maritim setempat.

Sandeq: Perahu layar bercadik tradisional Mandar yang dikenal ringan dan cepat.

Sea power: Kapasitas memanfaatkan laut bagi kepentingan ekonomi, politik, keamanan, dan
diplomasi.

Sriwijaya: Polity/kerajaan yang berpusat di Sumatra dan berpengaruh pada jaringan perdagangan
Selat Malaka dan Asia Tenggara pada milenium pertama hingga awal milenium kedua Masehi.

Stitched-plank: Teknik konstruksi kapal dengan papan lambung yang disambungkan
menggunakan jahitan/ikatan sebelum berkembang ke teknik pengikat kayu lain.

UNCLOS: United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, kerangka hukum internasional
utama mengenai laut.

VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie, perusahaan dagang Belanda yang memiliki
kewenangan politik dan militer di Asia.

Wawasan Nusantara: Cara pandang mengenai kesatuan wilayah dan bangsa Indonesia yang
mencakup darat, laut, dan ruang terkait.
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Lampiran A. Kerangka Analisis Sejarah Maritim

Sejarah maritim dapat dianalisis melalui enam unit: ruang, teknologi, jaringan, aktor, institusi, dan
memori. Ruang mencakup kondisi geografis; teknologi mencakup kapal dan navigasi; jaringan
mencakup koneksi; aktor mencakup masyarakat, pedagang, negara, dan diaspora; institusi
mencakup aturan dan norma; sedangkan memori menjelaskan bagaimana masa lalu dipakai untuk
membentuk identitas kini.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
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Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.
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Lampiran B. Metodologi dan Sumber

Penelitian sejarah maritim memerlukan kombinasi arsip, prasasti, naskah, catatan perjalanan,
artefak kapal, arkeologi bawah air, peta, tradisi lisan, dan studi antropologi. Setiap sumber
memiliki bias. Catatan kolonial dapat sangat rinci tetapi membawa kepentingan administrasi;
tradisi lisan kaya perspektif lokal tetapi perlu kritik kronologi; data arkeologi kuat secara material
tetapi membutuhkan interpretasi konteks.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
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Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.
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Lampiran C. Agenda Penelitian Lanjutan

Masih banyak ruang penelitian mengenai konektivitas pelabuhan kecil, kontribusi perempuan
dalam ekonomi pesisir, sejarah teknologi kapal lokal, jaringan kredit tradisional, perubahan ekologi
akibat perdagangan, serta digital humanities untuk memetakan rute. Kolaborasi sejarah, arkeologi,
antropologi, oseanografi, GIS, dan data science dapat membuka perspektif baru.

Tema ini menjadi lebih jelas bila Nusantara dipahami sebagai networked archipelago. Dalam
sistem jaringan, nilai sebuah simpul bergantung pada koneksinya dengan simpul lain. Pelabuhan
yang secara fisik kecil dapat menjadi sangat penting ketika berada pada rute utama, memiliki
pasar yang dalam, atau menjadi tempat pergantian kapal dan komoditas. Sebaliknya, pusat yang
besar dapat kehilangan posisi bila rute bergeser. Logika jaringan membantu menjelaskan naik-
turunnya kerajaan dan bandar serta menghindari asumsi bahwa sejarah selalu bergerak mengikuti
luas wilayah daratan.

Kemampuan maritim selalu ditopang teknologi, tetapi teknologi harus dipahami secara luas.
Perahu, layar, konstruksi lambung, kompas, pengetahuan angin, sistem penyimpanan, pelabuhan,
dan bahasa navigasi semuanya merupakan teknologi dalam arti kemampuan terorganisasi untuk
menyelesaikan masalah. Tradisi kapal Asia Tenggara yang didokumentasikan Manguin
menunjukkan jalur inovasi lokal yang panjang. Dengan demikian, identitas bahari tidak cukup
dibuktikan melalui cerita heroik; ia juga tercermin dalam keterampilan material yang diwariskan
dan diperbarui.

Pelayaran menciptakan nilai karena menghubungkan perbedaan spasial antara surplus dan
kebutuhan. Komoditas dari satu pulau memperoleh pasar di pulau lain; pedagang memperoleh
margin dari informasi, risiko, modal, dan transportasi. Pelabuhan mendapat pendapatan dari jasa
dan pungutan, sementara penguasa memperoleh sumber fiskal. Namun distribusi nilai tidak
pernah netral. Monopoli, pajak, ketergantungan kredit, dan kekuasaan politik menentukan siapa
yang menikmati surplus. Sejarah maritim karena itu juga merupakan sejarah distribusi
kesejahteraan.

Kapal dan pelabuhan membentuk masyarakat. Awak harus membangun disiplin dan kepercayaan;
keluarga mengatur ketidakhadiran anggota yang berlayar; komunitas diaspora membangun
jaringan kekerabatan di tempat baru; ritual memberi makna pada risiko; bahasa menyerap istilah
asing. Dari proses semacam ini lahir identitas bahari yang hidup. la tidak bersifat tunggal atau
murni, melainkan terbentuk melalui interaksi, adaptasi, dan memori kolektif.

Ruang maritim menuntut bentuk kekuasaan yang berbeda dari administrasi daratan. Negara harus
mengamankan jalur, mengatur pelabuhan, bernegosiasi dengan kelompok bergerak, dan
mengelola batas yang tidak terlihat secara fisik. Pada masa pra-modern, kekuasaan dapat bekerja
melalui tribut dan kontrol simpul; pada masa kolonial melalui benteng serta monopoli; pada
negara modern melalui hukum laut, patroli, diplomasi, dan pelayanan publik. Perubahan bentuk
kekuasaan ini merupakan benang merah sejarah maritim Indonesia.

Pelayaran berlangsung dalam sistem alam yang dinamis. Monsun, arus, gelombang, terumbu,
kedalaman, musim ikan, dan ketersediaan air tawar memengaruhi keputusan manusia.
Pengetahuan lokal berkembang melalui observasi panjang terhadap tanda alam. Namun aktivitas
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ekonomi juga mengubah lingkungan melalui eksploitasi hutan untuk kapal, intensifikasi
komoditas, pembangunan pelabuhan, atau perubahan pesisir. Sejarah maritim yang lengkap perlu
memasukkan relasi timbal balik manusia dan ekologi.

Bagian ini memperlihatkan bahwa identitas bahari Indonesia bukan identitas yang homogen. la
tersusun dari banyak tradisi lokal, bahasa, teknologi, jalur, dan pengalaman politik. Kesatuan
justru lahir dari kemampuan menghubungkan keragaman tersebut melalui laut. Gagasan ini
relevan bagi pendidikan kebangsaan: laut bukan pinggiran dari sejarah nasional, melainkan
medium yang menjelaskan bagaimana kepulauan dapat menjadi ruang bersama.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Dalam praktik akademik, pendekatan ini sebaiknya disertai kritik sumber yang eksplisit. Peneliti
perlu membedakan antara fakta yang dapat ditetapkan dengan kuat, interpretasi yang masih
diperdebatkan, dan memori populer yang memiliki fungsi identitas tetapi belum tentu identik
dengan rekonstruksi historis. Keterbukaan terhadap perbedaan bukti akan menghasilkan sejarah
maritim yang lebih kaya dan sekaligus lebih bertanggung jawab.

Lampiran D. Pertanyaan Reflektif untuk Pembelajaran Pascasarjana

1. Bagaimana geografi kepulauan memengaruhi bentuk kekuasaan pra-modern di Nusantara?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
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politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

2. Apakah Sriwijaya lebih tepat disebut kerajaan teritorial atau kerajaan jaringan?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

3. Bagaimana membandingkan sifat maritim Sriwijaya dan Majapahit?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

4. Apa yang membedakan diaspora Bugis dari migrasi biasa?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

5. Mengapa Makassar dapat tumbuh sebagai emporium dan mengapa VOC berkepentingan
mengendalikannya?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

6. Bagaimana teknologi sandeq mencerminkan hubungan pengetahuan teknis dan budaya?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

7. Bagaimana Jalur Rempah mengubah posisi Maluku dalam ekonomi dunia?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
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politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

8. Apa perbedaan antara jaringan perdagangan pra-kolonial dan monopoli kolonial?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

9. Mengapa Deklarasi Djuanda dapat disebut revolusi spasial negara Indonesia?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.

10. Bagaimana prinsip archipelagic state mengubah makna kedaulatan?

Jawaban dapat dikembangkan melalui perbandingan bukti sejarah, peta jaringan, perubahan
teknologi, dan kepentingan aktor. Analisis yang baik tidak hanya menyebut peristiwa, tetapi
menunjukkan mekanisme yang menghubungkan kondisi geografis, insentif ekonomi, organisasi
politik, dan kebudayaan. Pada tingkat pascasarjana, mahasiswa juga perlu menjelaskan
keterbatasan sumber dan kemungkinan interpretasi alternatif.
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10. Epilog Analitis: Membaca Identitas Bahari sebagai Modal Peradaban

10.1 Identitas bahari sebagai memori kolektif

Identitas bahari lahir dari ingatan yang diulang melalui cerita keluarga, tradisi pelayaran, nama
tempat, upacara, benda, lagu, dan pengalaman kerja di laut. Memori seperti itu tidak selalu sama
dengan historiografi akademik, tetapi memiliki fungsi sosial penting: ia memberi masyarakat
bahasa untuk menjelaskan siapa mereka dan bagaimana hubungan mereka dengan ruang. Dalam
konteks Indonesia, identitas bahari dapat memperkuat kesadaran bahwa laut bukan ruang asing di
luar kehidupan nasional, melainkan bagian dari sejarah keseharian masyarakat kepulauan.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.2 Warisan maritim dan pembentukan karakter

Tradisi pelayaran mengajarkan nilai yang muncul dari kondisi risiko: keberanian tanpa
kecerobohan, disiplin, kepercayaan, kemampuan membaca perubahan, kerja sama, serta
tanggung jawab terhadap awak. Nilai tersebut tidak perlu dirayakan secara romantis, tetapi dapat
diterjemahkan menjadi kompetensi modern. Pendidikan bahari dapat menggunakan sejarah
pelaut lokal sebagai pintu masuk untuk mengajarkan risk management, teamwork, leadership,
navigasi, ekologi, dan etika profesi.
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Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.3 Sejarah maritim dan pembangunan daerah

Banyak daerah pesisir memiliki sejarah pelabuhan dan pelayaran yang belum diintegrasikan ke
strategi pembangunan. Padahal identitas historis dapat memberi diferensiasi pada pariwisata,
ekonomi kreatif, museum, kuliner, pendidikan, dan branding wilayah. Syaratnya, sejarah tidak
boleh diperlakukan sebagai dekorasi. Pengembangan harus didasarkan pada riset, partisipasi
komunitas, konservasi situs, dokumentasi tradisi, serta hubungan nyata dengan ekonomi lokal.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
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konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.4 Pelabuhan sebagai ruang ingatan dan modernitas

Pelabuhan lama sering mengalami transformasi ketika fungsi logistik berpindah ke terminal baru.
Ruang tersebut dapat kehilangan memori jika seluruh bangunan, kampung pekerja, gudang, dan
jalur lama dihapus tanpa dokumentasi. Di sisi lain, membekukan pelabuhan sebagai museum juga
tidak realistis. Pendekatan adaptif dapat menggabungkan fungsi ekonomi baru dengan konservasi
elemen penting, sehingga kota tetap berkembang tanpa kehilangan identitas maritimnya.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.
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Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.5 Bahasa maritim sebagai arsip sosial

Kosakata tentang kapal, angin, bagian perahu, teknik menangkap ikan, arah, arus, dan organisasi
awak menyimpan pengetahuan yang sulit digantikan sumber tertulis. Ketika generasi muda tidak
lagi menggunakan istilah tersebut, yang hilang bukan hanya kata, tetapi kategori pengetahuan.
Dokumentasi bahasa maritim karena itu penting bagi sejarah teknologi dan antropologi. Kamus
digital, rekaman audio, video kerja, serta pemetaan istilah antardaerah dapat menjadi proyek
akademik lintas disiplin.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

Halaman 93



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Sejarah Maritim Nusantara dan Identitas Bahari Indonesia

10.6 Perempuan dalam sejarah maritim

Narasi pelayaran sering berpusat pada laki-laki yang pergi ke laut, padahal ekonomi maritim juga
ditopang perempuan yang mengolah hasil, mengelola keuangan keluarga, menjaga jaringan sosial,
berdagang, menyiapkan logistik, dan mempertahankan rumah tangga ketika anggota keluarga
berlayar. Dalam beberapa komunitas, ritual dan keputusan ekonomi juga melibatkan perempuan
secara penting. Memasukkan perspektif gender membuat sejarah bahari lebih lengkap dan
mengoreksi kecenderungan menyamakan maritim dengan aktivitas di atas kapal saja.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.7 Anak muda dan regenerasi pengetahuan

Banyak tradisi kapal dan pelayaran menghadapi masalah regenerasi karena pekerjaan lain
dianggap lebih aman atau menjanjikan. Tantangannya bukan memaksa generasi muda mengulang
masa lalu, tetapi membuat pengetahuan warisan dapat berinteraksi dengan teknologi baru.
Pendidikan vokasi, desain, digital fabrication, keselamatan, GIS, pariwisata berbasis komunitas,
dan dokumentasi multimedia dapat membuka jalur baru agar pengetahuan bahari tetap hidup
dalam bentuk yang relevan.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,

Halaman 94



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Sejarah Maritim Nusantara dan Identitas Bahari Indonesia

hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.8 Identitas bahari dan keberlanjutan ekologis

Masyarakat pesisir historically bergantung langsung pada kesehatan laut, sehingga kerusakan
ekosistem dapat sekaligus menjadi kehilangan ekonomi dan budaya. Terumbu, mangrove, lamun,
kawasan tangkap, dan musim bukan hanya objek lingkungan; mereka merupakan bagian dari
lanskap identitas. Karena itu konservasi yang berhasil perlu memahami sejarah penggunaan ruang
dan hak masyarakat. Pendekatan ekologis yang mengabaikan memori sosial berisiko
menimbulkan konflik, sedangkan pendekatan budaya yang mengabaikan daya dukung dapat
mempercepat degradasi.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
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konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.9 Dari kedaulatan hukum menuju kedaulatan kapasitas

Deklarasi Djuanda dan UNCLOS memberikan fondasi hukum yang sangat penting, tetapi
kedaulatan substantif memerlukan kemampuan hadir di laut. Kapasitas itu mencakup pelaut,
kapal, galangan, pelabuhan, hidro-oseanografi, data, pengawasan, penegakan hukum,
pendidikan, dan industri. Negara yang luas perairannya tetapi tergantung penuh pada kemampuan
eksternal akan menghadapi kesenjangan antara klaim hukum dan kekuatan aktual. Sejarah
mengajarkan bahwa sea power selalu bersifat multidimensi.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.
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Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.

10.10 Identitas bahari sebagai proyek masa depan

Identitas tidak hanya diwarisi; ia juga dipilih dan dibentuk. Indonesia dapat menjadikan sejarah
bahari sebagai sumber orientasi masa depan bila memadukan warisan lokal dengan sains dan
teknologi modern. Tujuannya bukan kembali ke masa kapal layar, melainkan menghidupkan
prinsip konektivitas, adaptasi, keberanian belajar, keterbukaan pada dunia, dan kemampuan
mengelola laut. Dengan cara ini, memori Sriwijaya, Majapahit, Bugis-Makassar, Buton, Mandar,
Maluku, Jalur Rempah, dan Djuanda dapat berfungsi sebagai modal peradaban, bukan nostalgia.

Secara akademik, pembahasan tema ini perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah
romantisasi yang menggambarkan masa lalu maritim sebagai zaman kejayaan tanpa konflik,
hierarki, dan keterbatasan. Ekstrem kedua adalah reduksionisme yang menganggap tradisi lokal
tidak relevan karena teknologi modern telah menggantikannya. Pendekatan yang lebih produktif
menilai bukti secara kritis, memisahkan fungsi historis dan fungsi simbolik, lalu mengidentifikasi
unsur yang masih dapat dikembangkan dalam konteks sekarang.

Dari sudut pandang manajemen, warisan maritim dapat dipahami sebagai intangible asset.
Nilainya muncul ketika ada dokumentasi, institusi penjaga, sumber daya manusia, akses publik,
dan model pemanfaatan yang tidak merusak sumber warisan itu sendiri. Tanpa tata kelola, aset
budaya mudah berubah menjadi komodifikasi dangkal; sebaliknya, tanpa pemanfaatan yang wajar,
konservasi dapat kehilangan dukungan masyarakat. Keseimbangan antara authenticity,
accessibility, dan economic viability menjadi penting.

Dari perspektif kebijakan publik, integrasi sejarah bahari memerlukan kerja lintas sektor.
Pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kelautan, perhubungan, pemerintah daerah, komunitas,
museum, dan perguruan tinggi perlu berbagi agenda serta data. Program yang berdiri sendiri
cenderung menghasilkan fragmen. Sebuah kawasan Jalur Rempah, misalnya, akan lebih bermakna
bila situs sejarah, jalur pelayaran, cerita komunitas, produk lokal, ekologi, dan materi pendidikan
disusun dalam satu ekosistem interpretasi.

Bagi Indonesia, nilai akhirnya terletak pada kemampuan menghubungkan memori dengan
kapasitas. Sejarah memberi rasa arah dan identitas; kapasitas menentukan apakah identitas
tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan, ilmu pengetahuan, keamanan, dan keberlanjutan.
Negara kepulauan memerlukan keduanya. Tanpa memori, pembangunan maritim mudah
kehilangan akar sosial. Tanpa kapasitas, memori hanya menjadi simbol. Kombinasi keduanya
merupakan dasar paling kuat untuk membangun peradaban bahari modern.
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11. Lima Studi Kasus untuk Memahami Sistem Maritim Nusantara

11.1 Selat Malaka sebagai contoh ekonomi simpul

Selat Malaka menunjukkan bahwa nilai strategis tidak selalu berada pada sumber komoditas.
Sebuah jalur dapat menjadi sangat penting karena menghubungkan dua ruang ekonomi besar.
Dalam sejarah, pusat-pusat di sekitar selat memperoleh keuntungan dari transit, keamanan,
pasar, perbaikan kapal, penyediaan air, pajak, dan informasi. Sriwijaya menggunakan kondisi
jaringan ini untuk membangun pengaruh. Pelajarannya adalah bahwa konektivitas menghasilkan
nilai ketika didukung kemampuan menyediakan layanan dan membangun kepercayaan.

Analisis sistemm membantu melihat bahwa hasil sejarah tidak pernah disebabkan satu faktor. Posisi
geografis, teknologi, struktur pasar, kebijakan, budaya, dan hubungan kekuasaan saling
memperkuat atau melemahkan. Karena itu, studi kasus maritim paling berguna bila peneliti
membuat causal map yang menghubungkan aktor, sumber daya, aturan, dan arus. Pendekatan
seperti ini juga memungkinkan perbandingan antarkasus tanpa menganggap semua pelabuhan
atau komunitas mengikuti pola yang sama.

Pada tingkat manajerial, studi kasus tersebut mengajarkan pentingnya adaptive strategy.
Lingkungan maritim berubah cepat karena musim, kompetisi, perubahan harga, konflik, atau
teknologi. Organisasi yang tidak mampu membaca sinyal perubahan dapat kehilangan posisi
meskipun sebelumnya sangat dominan. Sebaliknya, komunitas dengan jaringan luas dan
kemampuan berpindah sering lebih resilient. Prinsip ini terlihat pada diaspora pelaut Sulawesi dan
pada pergeseran pelabuhan perdagangan sepanjang sejarah.

Pada tingkat kebijakan, satu pelajaran utama adalah kebutuhan menyeimbangkan openness dan
control. Perdagangan membutuhkan keterbukaan, tetapi negara juga memiliki kepentingan
keamanan, fiskal, dan perlindungan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa kontrolyang
terlalu eksklusif dapat memicu resistensi dan penyelundupan, sedangkan keterbukaan tanpa
institusi dapat meningkatkan ketidakpastian. Tata kelola maritim yang baik mencari kombinasi
aturan, insentif, pengawasan, dan legitimasi.

Bagi pendidikan, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir lintas disiplin. Mahasiswa dapat memetakan rute, membaca sumber sejarah, menilai
teknologi kapal, menghitung logika ekonomi komoditas, dan mengkaji norma hukum. Dengan
demikian sejarah maritim tidak berhenti sebagai hafalan nama kerajaan atau tanggal, tetapi
menjadi laboratorium untuk memahami dinamika organisasi, inovasi, strategi, dan perubahan
sosial.

11.2 Makassar sebagai contoh emporium dan kompetisi rezim perdagangan

Makassar pada abad ke-17 memperlihatkan bagaimana pelabuhan terbuka dapat menarik
pedagang dengan latar yang beragam. Kebijakan yang memungkinkan banyak aktor berdagang
menciptakan likuiditas pasar dan memperkuat posisi bandar. Ketika VOC berusaha memaksakan
monopoli, benturan bukan hanya antara dua kekuatan politik tetapi juga antara dua logika
ekonomi: pluralitas jaringan dan kontrol eksklusif. Kasus ini relevan untuk memahami bagaimana
aturan dapat memperluas atau mempersempit ekosistem perdagangan.
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Analisis sistem membantu melihat bahwa hasil sejarah tidak pernah disebabkan satu faktor. Posisi
geografis, teknologi, struktur pasar, kebijakan, budaya, dan hubungan kekuasaan saling
memperkuat atau melemahkan. Karena itu, studi kasus maritim paling berguna bila peneliti
membuat causal map yang menghubungkan aktor, sumber daya, aturan, dan arus. Pendekatan
seperti ini juga memungkinkan perbandingan antarkasus tanpa menganggap semua pelabuhan
atau komunitas mengikuti pola yang sama.

Pada tingkat manajerial, studi kasus tersebut mengajarkan pentingnya adaptive strategy.
Lingkungan maritim berubah cepat karena musim, kompetisi, perubahan harga, konflik, atau
teknologi. Organisasi yang tidak mampu membaca sinyal perubahan dapat kehilangan posisi
meskipun sebelumnya sangat dominan. Sebaliknya, komunitas dengan jaringan luas dan
kemampuan berpindah sering lebih resilient. Prinsip ini terlihat pada diaspora pelaut Sulawesi dan
pada pergeseran pelabuhan perdagangan sepanjang sejarah.

Pada tingkat kebijakan, satu pelajaran utama adalah kebutuhan menyeimbangkan openness dan
control. Perdagangan membutuhkan keterbukaan, tetapi negara juga memiliki kepentingan
keamanan, fiskal, dan perlindungan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa kontrolyang
terlalu eksklusif dapat memicu resistensi dan penyelundupan, sedangkan keterbukaan tanpa
institusi dapat meningkatkan ketidakpastian. Tata kelola maritim yang baik mencari kombinasi
aturan, insentif, pengawasan, dan legitimasi.

Bagi pendidikan, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir lintas disiplin. Mahasiswa dapat memetakan rute, membaca sumber sejarah, menilai
teknologi kapal, menghitung logika ekonomi komoditas, dan mengkaji norma hukum. Dengan
demikian sejarah maritim tidak berhenti sebagai hafalan nama kerajaan atau tanggal, tetapi
menjadi laboratorium untuk memahami dinamika organisasi, inovasi, strategi, dan perubahan
sosial.

11.3 Banda sebagai contoh resource curse historis

Banda memiliki komoditas bernilai luar biasa tetapi justru menghadapi tekanan eksternal sangat
besar. Pala menjadikan kepulauan kecil tersebut penting bagi pasar dunia dan menarik upaya
monopoli yang disertai kekerasan. Kasus Banda memperlihatkan bahwa kekayaan alam tidak
otomatis menghasilkan keamanan atau kesejahteraan. Ketika aktor lokal tidak memiliki kekuatan
yang seimbang dengan pihak yang ingin mengontrol pasar, nilai sumber daya dapat berubah
menjadi sumber kerentanan. Pelajaran ini tetap penting untuk ekonomi komoditas modern.

Analisis sistem membantu melihat bahwa hasil sejarah tidak pernah disebabkan satu faktor. Posisi
geografis, teknologi, struktur pasar, kebijakan, budaya, dan hubungan kekuasaan saling
memperkuat atau melemahkan. Karena itu, studi kasus maritim paling berguna bila peneliti
membuat causal map yang menghubungkan aktor, sumber daya, aturan, dan arus. Pendekatan
seperti ini juga memungkinkan perbandingan antarkasus tanpa menganggap semua pelabuhan
atau komunitas mengikuti pola yang sama.

Pada tingkat manajerial, studi kasus tersebut mengajarkan pentingnya adaptive strategy.
Lingkungan maritim berubah cepat karena musim, kompetisi, perubahan harga, konflik, atau
teknologi. Organisasi yang tidak mampu membaca sinyal perubahan dapat kehilangan posisi
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meskipun sebelumnya sangat dominan. Sebaliknya, komunitas dengan jaringan luas dan
kemampuan berpindah sering lebih resilient. Prinsip ini terlihat pada diaspora pelaut Sulawesi dan
pada pergeseran pelabuhan perdagangan sepanjang sejarah.

Pada tingkat kebijakan, satu pelajaran utama adalah kebutuhan menyeimbangkan openness dan
control. Perdagangan membutuhkan keterbukaan, tetapi negara juga memiliki kepentingan
keamanan, fiskal, dan perlindungan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa kontrolyang
terlalu eksklusif dapat memicu resistensi dan penyelundupan, sedangkan keterbukaan tanpa
institusi dapat meningkatkan ketidakpastian. Tata kelola maritim yang baik mencari kombinasi
aturan, insentif, pengawasan, dan legitimasi.

Bagi pendidikan, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir lintas disiplin. Mahasiswa dapat memetakan rute, membaca sumber sejarah, menilai
teknologi kapal, menghitung logika ekonomi komoditas, dan mengkaji norma hukum. Dengan
demikian sejarah maritim tidak berhenti sebagai hafalan nama kerajaan atau tanggal, tetapi
menjadi laboratorium untuk memahami dinamika organisasi, inovasi, strategi, dan perubahan
sosial.

11.4 Sandeq sebagai contoh teknologi yang sekaligus budaya

Sandeq memperlihatkan bahwa teknologi tradisional tidak pernah hanya benda. Pilihan bahan,
bentuk lambung, layar, teknik konstruksi, organisasi kerja, ritual, dan pengetahuan kondisi laut
membentuk satu sistem. Kecepatan dan kelincahan perahu berkaitan dengan kebutuhan serta
lingkungan Mandar, sedangkan simbol dan ritual memberi makna pada proses pembuatan serta
pelayaran. Studi teknologi yang hanya mengukur performa fisik akan kehilangan sebagian besar
pengetahuan sosial yang membuat teknologi itu dapat diwariskan.

Analisis sistem membantu melihat bahwa hasil sejarah tidak pernah disebabkan satu faktor. Posisi
geografis, teknologi, struktur pasar, kebijakan, budaya, dan hubungan kekuasaan saling
memperkuat atau melemahkan. Karena itu, studi kasus maritim paling berguna bila peneliti
membuat causal map yang menghubungkan aktor, sumber daya, aturan, dan arus. Pendekatan
seperti ini juga memungkinkan perbandingan antarkasus tanpa menganggap semua pelabuhan
atau komunitas mengikuti pola yang sama.

Pada tingkat manajerial, studi kasus tersebut mengajarkan pentingnya adaptive strategy.
Lingkungan maritim berubah cepat karena musim, kompetisi, perubahan harga, konflik, atau
teknologi. Organisasi yang tidak mampu membaca sinyal perubahan dapat kehilangan posisi
meskipun sebelumnya sangat dominan. Sebaliknya, komunitas dengan jaringan luas dan
kemampuan berpindah sering lebih resilient. Prinsip ini terlihat pada diaspora pelaut Sulawesi dan
pada pergeseran pelabuhan perdagangan sepanjang sejarah.

Pada tingkat kebijakan, satu pelajaran utama adalah kebutuhan menyeimbangkan openness dan
control. Perdagangan membutuhkan keterbukaan, tetapi negara juga memiliki kepentingan
keamanan, fiskal, dan perlindungan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa kontrol yang
terlalu eksklusif dapat memicu resistensi dan penyelundupan, sedangkan keterbukaan tanpa
institusi dapat meningkatkan ketidakpastian. Tata kelola maritim yang baik mencari kombinasi
aturan, insentif, pengawasan, dan legitimasi.
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Bagi pendidikan, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir lintas disiplin. Mahasiswa dapat memetakan rute, membaca sumber sejarah, menilai
teknologi kapal, menghitung logika ekonomi komoditas, dan mengkaji norma hukum. Dengan
demikian sejarah maritim tidak berhenti sebagai hafalan nama kerajaan atau tanggal, tetapi
menjadi laboratorium untuk memahami dinamika organisasi, inovasi, strategi, dan perubahan
sosial.

11.5 Deklarasi Djuanda sebagai contoh inovasi institusional

Djuanda menunjukkan bahwa inovasi maritim tidak selalu berbentuk kapal atau mesin. Gagasan
hukum dapat mengubah peta secara lebih mendasar daripada infrastruktur fisik. Dengan
mengusulkan garis pangkal kepulauan dan kesatuan perairan, Indonesia menciptakan cara baru
memahami ruang negara. Keberhasilannya memerlukan argumentasi, negosiasi, konsistensi
diplomasi, dan kemampuan membangun koalisi hingga prinsip negara kepulauan diakui dalam
UNCLOS. Ini merupakan contoh institutional innovation yang lahir dari kebutuhan geografis
spesifik.

Analisis sistem membantu melihat bahwa hasil sejarah tidak pernah disebabkan satu faktor. Posisi
geografis, teknologi, struktur pasar, kebijakan, budaya, dan hubungan kekuasaan saling
memperkuat atau melemahkan. Karena itu, studi kasus maritim paling berguna bila peneliti
membuat causal map yang menghubungkan aktor, sumber daya, aturan, dan arus. Pendekatan
seperti ini juga memungkinkan perbandingan antarkasus tanpa menganggap semua pelabuhan
atau komunitas mengikuti pola yang sama.

Pada tingkat manajerial, studi kasus tersebut mengajarkan pentingnya adaptive strategy.
Lingkungan maritim berubah cepat karena musim, kompetisi, perubahan harga, konflik, atau
teknologi. Organisasi yang tidak mampu membaca sinyal perubahan dapat kehilangan posisi
meskipun sebelumnya sangat dominan. Sebaliknya, komunitas dengan jaringan luas dan
kemampuan berpindah sering lebih resilient. Prinsip ini terlihat pada diaspora pelaut Sulawesi dan
pada pergeseran pelabuhan perdagangan sepanjang sejarah.

Pada tingkat kebijakan, satu pelajaran utama adalah kebutuhan menyeimbangkan openness dan
control. Perdagangan membutuhkan keterbukaan, tetapi negara juga memiliki kepentingan
keamanan, fiskal, dan perlindungan sumber daya. Sejarah menunjukkan bahwa kontrolyang
terlalu eksklusif dapat memicu resistensi dan penyelundupan, sedangkan keterbukaan tanpa
institusi dapat meningkatkan ketidakpastian. Tata kelola maritim yang baik mencari kombinasi
aturan, insentif, pengawasan, dan legitimasi.

Bagi pendidikan, kasus-kasus tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir lintas disiplin. Mahasiswa dapat memetakan rute, membaca sumber sejarah, menilai
teknologi kapal, menghitung logika ekonomi komoditas, dan mengkaji norma hukum. Dengan
demikian sejarah maritim tidak berhenti sebagai hafalan nama kerajaan atau tanggal, tetapi
menjadi laboratorium untuk memahami dinamika organisasi, inovasi, strategi, dan perubahan
sosial.
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12. Catatan Akhir: Sejarah Maritim sebagai Sumber Kebijaksanaan
Strategis

Sejarah maritim Nusantara memperlihatkan bahwa kekuatan sebuah bangsa kepulauan bukan
pertama-tama ditentukan oleh luas laut yang dimilikinya, tetapi oleh kualitas hubungan yang
dibangun dengan laut tersebut. Hubungan itu mencakup pengetahuan, teknologi, organisasi,
keberanian, hukum, dan etika. Sriwijaya memperoleh pengaruh karena mampu bekerja dengan
logika jaringan; Majapahit menunjukkan pentingnya integrasi darat-laut; komunitas pelaut
Sulawesi dan Maluku menunjukkan daya hidup pengetahuan lokal; Jalur Rempah memperlihatkan
peluang sekaligus risiko keterhubungan global; sementara Deklarasi Djuanda menunjukkan
kekuatan gagasan ketika diterjemahkan menjadi diplomasi dan norma internasional.

Pola tersebut memberi kebijaksanaan strategis bagi masa kini. Pertama, konektivitas selalu harus
disertai kapasitas. Kedua, kekayaan sumber daya harus diubah menjadi nilai tambah dan
ketahanan, bukan ketergantungan. Ketiga, teknologi hanya bertahan jika masyarakat memiliki
kemampuan memelihara dan memperbaruinya. Keempat, identitas yang kuat tidak harus tertutup;
sejarah pelabuhan Nusantara justru menunjukkan produktivitas interaksi lintas budaya. Kelima,
kedaulatan memerlukan legitimasi hukum dan kemampuan operasional sekaligus. Prinsip-prinsip
ini membuat sejarah relevan bagi manajemen dan kebijakan modern.

Dalam pendidikan tinggi, sejarah maritim dapat menjadi jembatan antara humaniora dan ilmu
manajemen. Mahasiswa dapat mempelajari bagaimana jaringan perdagangan membentuk
strategi, bagaimana institusi memengaruhi perilaku pasar, bagaimana teknologi mengubah
organisasi kerja, dan bagaimana keputusan politik menciptakan path dependence. Dengan
demikian, sejarah tidak ditempatkan sebagai pengetahuan yang terpisah dari masa depan, tetapi
sebagai sumber pola, analogi, dan peringatan. Pendekatan semacam ini sangat sesuai bagi negara
kepulauan yang sedang berusaha mengembangkan ekonomi biru, konektivitas nasional, industri
maritim, dan peran strategis di Indo-Pasifik.

Pada akhirnya, identitas bahari Indonesia memperoleh makna paling kuat ketika ia tidak hanya
dirayakan, tetapi dipraktikkan. Praktik itu berarti membangun pelabuhan yang efisien, menjaga laut
yang sehat, menghargai pelaut dan masyarakat pesisir, mendukung riset, mengembangkan
industri kapal, memperkuat hukum dan diplomasi, serta memastikan pulau-pulau kecil
memperoleh konektivitas dan pelayanan yang layak. Sejarah memberi dasar moral dan intelektual
bagi pekerjaan tersebut. Laut yang telah menghubungkan Nusantara selama berabad-abad tetap
dapat menjadi ruang yang menghubungkan Indonesia dengan masa depannya.

Karena itu, upaya membangun kembali orientasi bahari sebaiknya dimulai dari pengakuan bahwa
sejarah maritim Indonesia bersifat plural. Tidak ada satu daerah, etnis, kerajaan, atau teknologi
yang dapat mewakili seluruh pengalaman Nusantara. Kekuatan justru terletak pada jaringan
antarpelabuhan dan antarkomunitas yang menghubungkan keragaman tersebut. Pendekatan
pluralini juga penting agar kebijakan nasional tidak menenggelamkan pengetahuan lokal,
melainkan menyediakan ruang bagi inovasi yang bertolak dari kondisi ekologis dan budaya setiap
wilayah.
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Sejarah juga mengajarkan pentingnya kesinambungan pembelajaran. Kerajaan, pelabuhan, dan
komunitas yang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan rute, teknologi, komoditas, dan
politik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan. Prinsip adaptasi tersebut tetap relevan pada
era perubahan iklim, digitalisasi, dan kompetisi geopolitik. Indonesia memerlukan identitas bahari
yang bersifat reflektif: bangga pada warisan, kritis terhadap pengalaman kolonial, terbuka
terhadap ilmu baru, dan berorientasi pada keberlanjutan generasi mendatang.

Orientasi tersebut menuntut sinergi antara memori dan visi. Memori menjaga agar pembangunan
tidak kehilangan akar; visi memastikan warisan tidak berhenti menjadi nostalgia. Dalam kerangka
ini, Sriwijaya, Majapahit, tradisi Bugis-Makassar, Buton, Mandar, Maluku, Jalur Rempah, serta
Deklarasi Djuanda bukan sekadar bab-bab terpisah. Semuanya dapat dibaca sebagai rangkaian
panjang kemampuan masyarakat kepulauan mengubah laut menjadi ruang hubungan. Tantangan
generasi sekarang adalah meneruskan kemampuan itu dalam bentuk baru melalui pengetahuan,
teknologi, tata kelola, industri, diplomasi, dan etika ekologis yang sesuai dengan abad ke-21.

Dengan demikian, sejarah maritim menjadi sumber pengetahuan strategis sekaligus kebudayaan.
la membantu Indonesia memahami asal-usulnya sebagai masyarakat kepulauan, menilai
kekuatan dan kerentanannya, serta merumuskan masa depan maritim yang lebih berdaya saing,
adil, aman, dan berkelanjutan.
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